
 

 

SALINAN 

 
 

 
BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 122 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN 

 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  

TAHUN 2016 -2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

 

Menimbang 
 

: 

 

 

a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 
dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan 
ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan 
nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan 

selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 

berimplikasi terhadap  Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan lahirnya 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018  Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 

– 2021;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a diatas, maka perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima 
Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2016 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana 
Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2016-2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang 



 

 

 

Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015    Nomor 157 Tambahan Lembaran Negaran  

Republik Indonesia Nomor 5717); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ten- 
tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 

Tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan 
Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5614) 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 

7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 7); 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 
13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 
2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 
Nomor 10); 



 

 

 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2018 Nomor 4); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 

15). 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
TAHUN 2016 -2021 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Badan adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota 

6. Kepala adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia.  

8. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 



 

 

 

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 
indeks pembangunan manusia. 

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat 
RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2025. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 -2021 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah  yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

periode akhir perencanaan. 

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

20. Kebijakan adalah arah / tindakanyang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah 
ditetapkan. 

21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. 

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program. 

23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 



 

 

 

24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-
tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna 

memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap 
program dan kegiatan. 

25. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang. 

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 

langsung mendapat mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 
Pasal 2 

 

Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2016 -2021 merupakan : 
(1) Penjabaran visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu 
kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 beserta 

perubahannya dan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera 
Barat beserta perubahannya; 

(2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan. 
 
 

 
BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  3 
 

(1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan  adalah 

untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional 
dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPM 

dan Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan 
kegiatan Badan Keuangan selama lima tahun ke depan. 

(2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan  adalah untuk  

memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan Pelaksana pada Badan 
Keuangan dalam menetapkan dan melaksanakan program dan 

kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta 
dalam pengawasannya. 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

BAB  IV 
RUANG LINGKUP 

Pasal  4 
 

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima 

Puluh Kota mencakup rencana program dan kegiatan sampai tahun 2021, 
yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan tahunan 

Rencana Kerja  Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.  
 
 

BAB V 
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 

Pasal  5 

 
(1) Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan  Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut : 

 
BAB I : PENDAHULUAN  

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP  

(2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
BAB  VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  6 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima 
Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

BAB  VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota.  

 

 
 

 
 

Ditetapkan di Sarilamak  

Pada Tanggal  14 Desember 2018                        
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

                   
                  ttd 

 
          IRFENDI ARBI 
 

  
 
  Diundangkan di Sarilamak 

  Pada Tanggal  14 Desember 2018 
 
  SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
 
                     ttd 
 
             WIDYA PUTRA 
  BERITA DAERAH  KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 122   

 


